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Seleksi Capim dan
Dewas KPK Tersendat

Pemerintah menegaskan telah mengirimkan surat presiden terkait calon
pimpinan dan anggota Dewan Pengawas KPK ke DPR. Namun. pimpinan
DPR mengaku belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan

surat presiden tersebult.

JAKARTA, KOMPAS — I'roses
seleksi calon pimpinan dan
anggota Dewan Pengawas Ko-
misl Pemberantasin Korupsi
terancam  tersendat. Dewan
Perwakilan Ruakovat belum juga
menguji kelavakan dan kepa-
tutan meski pemerintah me-
neguskan lelah mengirimkan
surat  presiden yang  herisi
usuban 10 nama calon pim-
pinan dan 10 nama calon ang-
gota Dewan Pengowas KPR

Menteri Hukum Supratman
Andi Agtas mengungkapkan,
surat presiden (surpres) ten-
tang calon pimpinan (capim)
dan Dewan Pengawas (Dewas)
KPK sudih dikirim ke DI'H
Pemerintah pun  menunggu
tindak lanjut dari DI'R ter-
hadap swipres yang dikirim
terschut,

"Sikapnya sekarang di DIPR.
bukan Presiden karena Pre-
siden, kin, sudah mengirim
surat ke DPR. Kita tunggu
tindak lanjutya,” ueapmya di
Istana Megara, Jokarta, Rabu
(2R710/2024).

Supratman pun lidak mau
berspekulasi untuk menarik
kembali surpres dan kemung-
kinun mengubuh nama-nama
capim dan Dewas K PK. Hal itn
sungat bergantung pada Pre-
siden Prabown Subianto ka-
rena menjadi hak prerogatif
Presiden. Pihaknya memilih
menunggn hasil konsultasi de-
ngan DI*R.

Belum dapat informasi
Terkuail surpres capim dan
Dewas KPR, Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasco Ahmaad, sant di-
hubung di Jakarta, menga-
takan  belum  mendapatkan
informasi mengenai hal it

Namun, ia akan memastikan-
nya terdebhih dahulu apakah
surat tersecbut sudah masuk
st belum di Sekretarial Jen-
deral DPR. "Saya akan cek”
katanya,

Jika supres sudah diterima,
DPR akan menggelar rapat
Badan Musvawarah (Bamus)
untuk mengagendakan pem-
bacaan surpres dulam rapat
paripurna, Setelah dibacakan
di rapat paripuina, Komisi [I1
DOPR sebagal mitra kerju KPK
akan melanjutkan dengan me-
lakukan wii kelavakan dan ke-
patutan terhadap nama-nama
vang ada di dalam surpres.

Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2003 sehagaimana te-
lak diubah dengan UU Nomor
19 Tahun 2009 tentang KPR
mengatur bahwa Presiden pa-
ling lambat 14 hari kerja me-
nyampaikan capim dan Dewas
KPK ke DIPPH sejak tanggal
diterimanya daftar nama dari
panitia seleksi (pansel).

Padu Selasa (1/10), Pansel
Capim  dan  Dewas  KPK
2024-2029 teloh menyerah-
kan 10 nama capim KPR dan
L0 nama Dewas KPK kepada
Presiden  Joko Widodo i
Pangkalan TNT AL Halin Per-
danadiusuma, Jukarta,

Dalam surat pengumiman
Nomor B5/Pan-
sel-KPK 102024 disebutkun,
sepulub nama capim KPK itu
adalah Apus Joko Pramono,
Ahmad  Alamsyah  Saragih,
Djoko Pocrwanto, Fitroh Roh-
cahyvanlo, Thnu Basuki Wido-
do, Ida Budhiati, Johanis Ta-
nak. Michael Bolandi Cesnan-
ta Brata, Poengky Indarti, dan
Setyo Budivanto.

Adapun 10 nama calon ang-

gota Dewns KPK  disiarkan
melalui surat  pengumuman
No o 86/Panscl-KPE/10/2024.
Mereks aduluh Benny Jozua
Mamote, Chisca  Mirawati,
Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi
Hassvarbaini, e Kreshna
Reza, Iskandar Mz, bMirwazi,
Sumpeno, dan Wisnu Barolo,

Intuk calon anggota Dewas
KPK, Presiden akan memilih
lima narma, Hal it sesuai 0]
KPK. "Dikonsultasikan saja ke
DPR. Yung milih (Dewas) 5
(orang) Pak Presiden” kata
Ketug Minsel Capim dan De-
was KPK Mubammad Yusuf
pada 1 Oktober lalu

Pulihkan marwah

Dihubungi secara - terpisal,
Peneliti Indonesia Corruption
Watch Diky Anandya berha-
rap uwar DPR dapal segera
menindaklanjuti seleksi calon
pimpinan dan anggota Dewas
KFPK, Jangan sampai proses
scleksi tersendat  karena
pergantian pemerintahan dan
IPR.

Lebih jauh, Diky mengha-
rapkan, DPR sunggub-sung-
guh dalam menguji kompe-
tenst dun rekam jejak seliap
kandidat agar dapat mengha-
silkan pimpinan vang berin-
tegritas, Capim KPK yang di-
pilih juga harus mampu men-
Judi jawaban untuk memulib-
kan marwah KPK.

"RKami juga perlu mengi-
ngatkan kepada DPR untuk
tidak memprioritoskan  kan-
didat yang berasal dari pe-
negak hukum,” kata Diky

11 mengingatkan, tidak ada
sty pun ketentuan dalam U0
KPK vang menychutkan bah-
wil knmposisi pimpinan harus

diisi orang vang berlatar be-
lakang sebagai aparat penegak
Tudoum. Selain itu, masalah lo-
valitas gnda di KPR juga akan
semakin besar apabila hanvak
diisi oleh capim dari aparat
penegak hukum,

Diky juga berhavap tidak
adu lobi-lobi politik dari atau
kepada  capim dan Dewas
KI'K. Sebab, lobi-lobi politik
itu akan menvebabkan sefiap
kandidat terkontaminasi ke-
penlingan  politik  sehingea
proses pemilihan hanva dida-
sarkan pada selera subvektif,

"Karena itw, bukan tidak
mungkin pimpinan KPK pe-
riode  selamjulnya akan diisi
kembali  oleh  orang-orang
yang bermasalah,” katanva,

Beberapa  pimpinan KPK
periode ini memang terjerat
sejumlah  kasus, Dus bekas
pimpinan KPK, yakni Firli Ba-
huri dan Lili Pintauli Siregar,
sampai  mengundurkan  diri
dari KPK karena terkena ka-
sus elik,

Firli Bahuri bahkan dija-
dikan tersangka oleh Polda
Metro Java dalam kasus du-
gaan pemerasan atau pene-
rimasn gralifikasi lerkait de-
ngan penanganat masalah hu-
kum di Kementerian DPerla-
mian 2020-2025,

Wakil Ketua KPK  XNurul
Ghufron  jugs  dinvatakan
Dewas KPK terbukti hersalah
teluh menyalahgunakan
pengarub dalam mutasi pe-
gawal Kementerian Pertanioan.
Ghufron dijatuhi sanksi ber-
kategort sedang berupa tegur-
an tertulis dan pemotongan
gaji sebesar 20 persen selama
6 hulan.
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